
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 4456); 

2.. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 
3 ayat {4} Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 
Jasa Pelayarian Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertarna Milik Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk 
memenuhi maksud pada huruf a perlu 
menetapkan Keputusan Bupati Kolala Timur 
tentang Alokasi Dana Kapitasi dan Non 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur; 
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Tenrang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
224, Taznbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nemer 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tah un 20 I 5 Ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 S Nomor 
58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5679); 

5. Peraruran Presider; Nomor 12 tahun 2013 
tentang .Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Presicien Nornor 28 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Nemer 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 

6. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi 
.Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa 
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertarna Milik Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2014 Tahun Nomor 23 " 1 • - u· , -i . .._,nc2..:.""'1g- inoang 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(Lemcaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nemer 116, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nemer 5256); 

3_ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Perricenrukan Kabupaten Kolaka Timur di 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Rc:Dt:olik Indonesia Tahun 2013 Nornor 23, 
Tambanan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia. Nornor 5401); 

20i i Tahun 24 Nornor 

--------------------------------- -------- ·-··· ... ··- -·--- 



j 

D . ,..... ~ . . . ,. k , d ~i;:;,n i-eraturan bupau iru yang cnmaksuc engan: 
i , Bupati adalah Bupati Kolaka Timur; 
2. Pernerinrah Daerah yang selanjutnya disingkat PEMDA adalah 

Perneriritah Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarna Rumah Sakit Umum 

Daerah (FKTP RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Pratama Tipe 
D Milik Pernerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 

4. Bendahara Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 

o , Pendapatan FKTP RSUD adalah perolehan dana FKTP RSUD 
yang berasal dari transfer maupun perolehan langsung sebagai 
pengganti sebagian atau seluruh biaya operasional, jasa sarana 
clan tenaga pelayanan kesehatan berdasarkan tarif pelayanan 
kesehatan . yang berlaku a tau kesepakatan dalam perjanjian 
kerj asarna (PKS); 

6. Daria transfer adalah pendapatan FKTP RSUD berupa dana 
kapitasi dan dana non kapitasi pelayanan kesehatan yang 
diperoleh melalui ditransfer langsung ke rekening bendahara 
FKTP RSUD dari pihak ketiga selaku penjamin biaya pelayanan 
kesehatan di FKTP RSUD; 

BAB I 
KETENTUAN illr!UM 

Pasal i 

TL\IUR 

KE?CTlISA~ BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG 
,!,, T OK.i'·.SI D.~'\;A K..A.PITASI DAN NON K.A..PITASI 
JA.'"\-HN.Ai~ KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH 
S?~kJT U\iUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraruran Bupati Kolaka Timur Nomor 16 
Tar.un 2016 Tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan .Jarninan Kesehatan dan Non 
.Jarninan Kesehatan di Kabupaten Kolaka 

Kolaka Timur; 

761}; 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 

Nornor 21 T9.!'"1Un 2016 Tentang Pembentukan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 



Pengaturan alokasi pendapatan FKTP RSUD bertujuan untuk : 
( l ] Meningkatka.n kualitas pelayanan kesehatan di FKTP RSUD; 

dan 
(2) Mengendalikan mutu dan biaya dalam penyelenggaraan 

pclayanan kesehatan di FKTP RSUD. 

Pasal 2 

13. Pelayanan Per~ linan adalah pelayanan pertolongan persalinan 
normal, tindakan prarujukan dan atau tindakan kebidanan lain 
oleh tenaga bidan di FKTP RSUD; 

i4. Pelayarian Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya 
disingkat PONED adalah pelayanan rujukan persalinan 
abnormal oleh tenaga dokter, bidan dan perawat berkompetensi 
PONED di FKTP RSUD; dan 

15. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan kesehatan pada kasus 
rujukan FKTP RSUD ke fasilitas kesehatan lanjutan. 

spesialistik pada FKTP RSUD; 

12. Pelavanan Rawat Inan Tingkat Pertama yang selanjutnya 
disingkat RlTP adalah pelayanan perawatan kesehatan non 

disingkat ?,,JT? ac~1211 pelayanan kesehatan non spesialistik 
pada Polik.inik Urrrum, Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 
1.:n:: G2.1::2.~ Darurat (UGD), Apotek dan Administrasi di FKTP 

Pertarna yang selanjutnya 

:.J. J2:"'i-:a:.c :Ceser-_2.t.2 .. n Nasional yang selajutnya disingkat JKN 
adaiari jarninan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
mernpero.eh manfaat perneliharaan kesehtan dan perlindungan 
dalarn rr emerruhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 
:-:e;:,aca setiap orang ya_,.g telah mernbayar iuran atau iurannya 

c;_ - ,. -- · · · · · · dib k 1 h 'h k _ Ua::.:. ~ ,o:: xapitas: acaran cana yang 1 ayari an o e pi a 
::e2·c..r:.-.<2T, se02.g2.1 pengganu sebagian atau seluruh biava 
ope rasionai. jasa S2Ian2. dan jasa tenaga pelayanan kesehatan 
yang dihirung.' diklairn berdasarkan jumlah pasien yang diberi 
~-e:2..:·2.:-la:-: :~:esen2.ta..:: tertentu berdasarkan tarif pelayanan yang 
,...,;:>er'::::...,;;_:~-: ci: F'h"T? RSUD; 

8. ZJa.n.2.. Kapitasi adalah besaran pernbayaran per-bulan yang 
dibayarkan dirnuka kepada FKTP RSUD berdasarkan jumlah 
~-es=.r-2 ~:::-c:0:..22" tan pa mernperhirungkan jenis dan jumlah 

?::::1]:2--r.ir-.:. 2.c_;:,~'.'1 pernceri dana pengganti sebagian atau seluruh 
=,:2.·.-2. operas.one I, jasa sarana dan tenaga dari Jaminan 
:-:ese:-,-:: ,:::-.-. ::\:2_,:::.:0-nal (JK:.~} dan atau penjarnin lain yang diakui 
~ ..... .,..,"-.,.., '· ':(e,e:-, n °2._n oerunda n oa1n· -,J,...J..~~.__ ... - ..... - - ... - :" - • c:....i ;:, ' 
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{lj Alokasi dana Kapitasi dan Non Kapitasi untuk pembayaran jasa 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) 
dan {2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan 
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang 
melakukan pelayanan di FKTP RSUD; 

(2) Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan 
kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan 
kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan dan non kesehatan 
yang melakukan pelayanan di FKTP RSUD; 

(3) Alokasi dana NonKapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan 
keseh:::2 tan dimanfaatkan untuk pembayaran j asa pelayanan 

BAB III 
JASA PELAYANAN 

Pasal6 

Tata cara perrnrungan dan pendistribusian insentif jasa pelayanan 
keseharan sebesar 60 (enam puluh) persen sebagaimana dimaksud 
ayat {l) 'untuk RJTP cian 60 (enam puluh} persen ayat (2) untuk RITP 
pada pasal 4 di atas, ditetapkan rnenggunakan rumus dan ketentuan 
sebagaimana terdapat pada Pasal 6 pada Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

20 ;due. :;ylnl-J.J persen unruk penunjang biaya operasional 
___ ;~--~--~~ ·--,;;.<>h~-~n '~n ?Qr' , 1 h) u tuk diseto =---=.c..~- c...:..~. :.c-·--s~LC-..:.-, cc...:.. _ ,cua pu u .. persen n 1 r 

.enazn p:.l.iu.c:...J persen unruk insentif jasa pelayanan kesehatan, 
'\. - . - .) 

Pencanatan RiTP. Persalinan, PONED dan Ambulance : 60 - . 

,;)! ?e::i2.;:a::a..:.-: ~-JT.? : 50 (enam Puluh) persen untuk insentif jasa 
;-:.e12.:-·2...:-:2-....-: kesehatan dan 40 (ernpat puluh) persen untuk 

- . . . . ' l h d penlli~J~~g b1a:. .. a cµcr2.s1or1a1 pela)iai~an Kese ... atan; an 

. .:.Je~s.i :;.,,e,,02.~2.:c.:1 sebagairnana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1) 
Q2...-'l 1)} -~ atas -::iteiapkat1 rnenurut jenis pelayanan di FKTP RSUD 

Pasal 4 

_.;!..Jo::.-,:::.-s" ::sec1c2.02.r.s:-: FKT? RSUD diterapkan untuk : 
... - .lo 

BAB II 
PE!,.f ~IT".A ... .\T_.\!\'" DA.!.\'"A KAPITASI DAN NON KAPITASI 

Pasal 3 



j 

1) Tambahan nilai 80 (delapan puluh], untuk tenaga yang 
merangkap tugas sebagai Kepala FKTP RSUD; 

2) Tambahan nilai 40 (empat puluh), untuk tenaga yang 
merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi dan 
Non kapitasi; 

6) .renaga non kesehatan Diploma Tiga, atau asisten tenaga 
kesehatan, diberi nilai 50 (lima puiuh); 

7J Tenaga kesehatan di bawah Diploma Tiga, diberi nilai 30 
{riga puluh]; dan 

8} Tenaga non kesehatan di bawah Diploma Tiga, diberi nilai 
25 (dua puluh lirna]. 

{7) Variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagamana 
dirnaksud ayat ( 5) h uruf a, un tuk Pegawai Sukarela pada skor 
indeks dasar diberi nilai 20 (dua puluh) untuk semua tenaga 
kesehatan maupun non kesehatan. 

(8) Vanabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagamana 
dimaksud ayat (5) huruf a, untuk Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak yang merangkap tugas 
adrninistratif dan penanggung jawab, diberi nilai sebagai berikut 

puluh): 

-l} Tenaga non kesenatan Strata Satu dan Diploma Empat, 
dioer; nilai 70 (tujuh puluh]: 

5} Tenaga keseharan Diploma Tiga, diberi nilai 60 (enam 

:r,1lr~ 80 [delapan puhrh}: 
3) Tenaga keseharan Strata Satu dan Diploma Empat, diberi 

{6} Variabei jerns xetenagaan da..:.1/ atau jabatan sebagamana 
d.im~<sud avat (5) huruf a, untuk Pegawai Negeri Sipil dan 
?eg2.':,02 Pernerintah Perjanjian Kontrak dinilai sebagai berikut : 
i)" 7.::,,-n~o~ ?,,r;,.n;s diberi n~b1 i ::;.o (seratus lima puluh): _ -~--a..~,::._._.,_,..._1 ., ·.~ ~ -v · • -, 

2) Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan [Ners], 
Q·1·r..,,.,...; ~:1~: ·1u,..,A (seran · s): "'""~.1.1 1.L!!G....1 U ;. i lU- ; 

·-. ... .. 
K e.n ad..•T2!1 _ b. 
.Jenis kerenagaan dan z atau jabatan: dan a. 

ayar {l} rneliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah 
Perja . .njian Konrrak dan Pegawai Sukarela pada FKTP RSUD; 

fS~ Peznoagian jasa peiayanan kesenatan kepada tenaga kesehatan 
rian non kesehatan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 

dan non keseharan sebagairnana dimaksud {4} 

- . . i.aoorarom im; 

kesenataa khusus untuk tenaga kesehatan yang melakukan 
ce.avanan en UGD, PONED, Rekam Medis, Apotek, dan 



4} 16 (eriam belas] tahun sampai dengan 20 (dua puluh) 
tah'un, diberi tambahan nilai 15 [lima belas); 

Sj 21 (dua puluh saru) tahun sampai dengan 25 (dua puluh 
lima] tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan 

6) Lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun, diberi tambahan 
nilai 25 (dua puluh lima). 

(11) Variable kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b 
dinilai sebagai berikut : 
l ] Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; 
2) Terlarnbat hadir atau pulang sebelum waktunya yang 

diakumulasi sampai dengan 8 (delapan) jam, dikurangi 1 
(satu} pain; dan 

3) Ketidakhadiran karena sakit harus disertai surat 
keterangan sakit dari dokter dan/atau penugasan 
kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 
(tiga) hari kerja tetap diberikan nilai. 

( 12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-rnasing 
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan 
menggunakan formula sebagai berikut: 

tahun, 

. . ., . "' ' . } tarn oan an !11.!. 21 0 ( uga ; 
2) 6 (eriarn] tahi .. L1 sarnpai derigan 10 (sepuluh) tahun, diberi 

tamoahan nilai 5 {~imc.); 

ts.an.:.) P hun sarnpai dengan S (lima} tahun, diberi 

. '. ; .. ::'Ls; ,d - ··-. (5} h: .. iruf a, untuk Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Pernerintah Perjanjian Kontrak yang memiliki masa 

T:::~.;..,::,'.-.:::n ~i1:::i:::; [lirna] 11n-:-,1l..-- -Lenacra kesehatan lainnya 
- -------- ------ - .----- \,.,4,0_ .... u..... - .;::, .... . 

\·c.:-:.c..j.d jerus ketenagaan dan r atau jabatan sebagamana 

i} Tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk teriaga medis; 
'2} Tamcahan nilai 10 (sepuluh}, unruk tenaga paramedis; dan 

.. .. 11 ~ .. 

S::C.Zg.2.l cenxut : 
nilai 

ITJ.e!'c:...:.""'2g::: kp sebagai Kcordinator Ruangan. 
::-;) •/a...-:s..":>el jerus keteriagaan dar1/ atau jabatan sebagamana 

.(' :--;--: ;:;. '-:::,-·, ·-·~ .::::.v;:;. 7 (:::::: 11 h ~' :-; 1 r" ,::, l: n 71 Ii_, p,,,a::: wai Nezeri Sipi l Peaawai ---··-· -~ -- -~ l-' .. __ ...___ .......... c;;.,; ~ ...... \.,............. ......:::::>._. • 11 ~ ... ' 0 

?e=er-=.!..i'1~-: Perjanjian Kontrak dan Pegawai Sukarela yang 

-·· ....;_,, ~·, T-::::-r'---.~---::::,-, nilai 30 (tiga puluh}, untuk tenaga yang 
'c'.-=-;-2..., g ~-::: ~ rugas sebagai Kepala Tata U saha a tau Kepala 
S·.1.'b Bagian Keuangan dan Pelayanan Medik; clan 

41 Tarnbahan nilai 10 (sepuluh), unruk tenaga yang 
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ans~ JJ,Y~ .io~s 1v:10.i nsnf" 
fn.uaSUJ JD'JOJ, X = np]-ti'}.pllJ DSD;I' _f!:;;.J':FS--..1.J 

npunpuj .iro,.s 1fD1W71{' 

· t.:::qnq dBp~s 
qardru WBfBP UB1Bl{dSdy; -ea-eu~1 u;:;iro.r.;-d~p 
'.aUBA U'BUB,\BF)d BSBf JµUdSU~ l{BtU.rnf l{"Bf8pc : 

dsncs ansH dJ,)I3 IP uc?)Bl.F)S;;>:'.i B3BU;;J1 

qrurqos l{d[OJ;;)d !P am:?,\ .IO~S Li-;-eru.rnf '-f2f8P"3 : Q~'"lSc'. d. ;- ·s2 ..:o:~s ::-z: CJ. 

v[..1.aUJ)J euepu; ..1.0}[S UB~Udp .1.DS?:JC ~1apu1 
.lOVS U'BTTBTUm[udd [(SBU L:.""B)J L'"Bl'eU~SdY, -'! "1. " • • - • .. \. 

BEBU;;>1 '4d101ddIP EUB.\ JO)i:S 4 c;iilinf u~l ~PB : 

·u-ernqds UIBJBP ans~ d.L)L:i 
"4:;)IOJ;>d!p ~UBL\ UBUBJ\B{dd S!Udf QB,;:ldS BSBf 

J9UdSU! Bl...TBP treqrunjascx l{BTWnf 4"Bt :::pB : 

BSBf UB!2BqW;;>d dS'81U;;)Sldd ·udS..!;;JG (S~'2~dSJ CJ~ L."""3.:-,0~::-:)· 

uos.rcd (qnjnd UIBUd) 09 .rsscqos (c::) J.B,{B "i7 18-S"ad B??C pns::1~'~:.:-' 

( '.( 

~SB'.).~dB}l UOU UBp !SB+!dB~ BUBp B..IBl.repugg )J_"'TI1Un tratraquraj, 

~uds.Idd [qnmdss) 01 trefBPB ..IruYf~-r::a )fnlu'Ti. tralfaquJEJ, 
'.J}COS [B101 c..:.t3BUdp ~Bqq 

(urqnd '.).BdUI;;)) Ov lf'BfBPB ootramqurv -r::dos ~mu--n L:.clD-;:BC.ilicll, 

'~BqnSB)I [BlO'.). U'BEU;;>p ~BqTIJ U;;>S.!~d 

(qn1nd;;is) o I lf'BfBPB u-e~Bg qns BfBd;;))I :>fmun tretrequraj, (~ 
trap .uos.rcd (Bu.rq) ~ lfefEPB 

L fBSBd 
NVJ.VH3SIDI NVNVXV'I3d 'IVNOISV'H3:d0 VAVIS: 

AI sva 

trep 'uos.rsd (qnjnd B'.aq) OS .rasaqcs !B)fBd stq aq srpcur u"13lI"Bq 
UBp 'UBl'Bl.{;;)Sd)l '.).B{B 'lBqo mrnpB'.aU;;)d }!mun : dJ,fc! U'BUBABfdd (1) 

~"lffii!.I;;)q ~~Bq;;)S dJ,)I..j lIBl.."13,\Bpd sttrcf 
rrunucur BAUUBBUIUJi3udd UB)ldB'.).d:l!P d.LR:I )ln:rnn (c::;) 1,3.{-e uos.rcd 
(qrqnd anp) 00 trap dlr~ }ln:iun (1) :rBke pnsxeunp BuBm~2Bqds 
%017 .rascqos t, resBd BpBd UB:lBl.l;;)S;;)}l U'BUBABI;;)d fBUO}SBJ;;)dO Bi\B!q 
UB'.aun~np U'B.IBABqUI;;)d )lniun !SB'.).!dB)l uou UBp !SBl}dBYf BU'Bp !SB}!O"[V 

r 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Pasal 11 

Mekanisrne pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban 
pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 
di atas mengikuti ketentuan yang berlaku. 

Pasal 10 

{')\ -, 

Pendapatan FKTP RSUD yang belum diatur dalam peraturan 
bupati ini dan atau peraturan perundangan lainnya, dapat 
rnenyesuaikan atau mengacu pada peraturan bupati ini; dan 
Pendapatan FKTP RSUD yang telah diatur secara khusus dalam 
peraturan perundangan berkenaan, penggunaannya mengacu 
pada peraturan perundangan berkenaan yang diberlakukan. 

(1) 

Pasal 9 

f.. Penirigkatan kapitasi s'urnber daya manusia kesehatan; dan 
g. Perneliharaan sarana dan prasarana. 

2.. Pelayanan kesehatan dalarn gedung; 
b. Pelayanan kesehatan luar gedung; 
c. Bahan cetak atau alat rulis kantor; 
c. A~rriiajsrrasi, koordinasi program, dan sistern informasi; 
e. Fe.silitas alat periunjang pelayanan kesehatann lainnya; 

lainnya kesehatan 

Pasal 8 

Pe:~2.y2.Ea!1 RlTP, persalinan dan PONED : unruk pengadaan 
makan pasien sebesar 10 (sepuluh) perseri, obat dan bahan 
rcecrs nacis pakai sebesar o (Ema) persen dan kegiatan 
coerasional pelayanan kesenatan lainnya sebesar 5 (lima) 
persen dar. penyetoran ke kas daerah sebesar 20 (dua puluh) 
~r-se:n; 

·;32 ?c:I~y2JJ2...!:: Ambulance : unruk pengadaan bahan bakar dan 
perneliharaan l.:enri::,~;,;;-; sebesar 20 [dua puluh) persen, 
penyeroran ke kas daerah sebesar 20 (dua puluh) persen. 

'.:-eg~·.::.n operasicnai celavanan kesehatan lain.nya sebesar 10 



BERlTA DAER.AH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 
NOMOR 5" 
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Ditetapkan di Tirawuta 
Pacia ranggal. o i - oJ- - 2017 
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fH. TONY HERBIANSYAH 




